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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131/PMK.05/2009
TENTANG
KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa berdasarkan hasil putusan Rapat Koordinator
Terbatas (Rakortas) antara Wakil Presiden dengan

beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu pada tanggal

24 Juni 2008, dipandang perlu adanya dukungan

pengadaan satu juta ekor bibit sapi dalam limatahun;

b. bahwa dalam rangka bantuan pengadaan satu juta ekor
bibit sapi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan
penyediaan bibit sapi yang berkelanjutan melaui

peningkatan produktivitas peternak;

c. bahwa terkait dengan upaya peningkatan produktivitas
peternak sebagai mana dimaksud dalam huruf b, diperlukan
dukungan pendanaan dari perbankan dengan bunga yang

disubsidi oleh Pemerintah;

d. bahwa agar penyediaan, penyaluran, dan
pertanggungjawaban pendanaan sebagaimana dimaksud
dalam huruf ¢ dapat berjalan secara tertib, terkendal,
efektif, dan efisen, perlu diciptakan suatu mekanisme

kredit usaha yang terpadu;
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Mengingat

M enetapkan

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kredit
Usaha Pembibitan Sapi;

. 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3472), sebagamana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud
dengan:

1. Ussha Pembibitan Sapi adalah suatu usaha kegiatan
budidaya menghasilkan bibit ternak sapi.



10.
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Kredit Usaha Pembibitan Sapi, yang selanjutnya disingkat
KUPS, adalah kredit yang diberikan bank pelaksana
kepada Pelaku Usaha Pembibitan Sapi yang memperoleh
subsidi bunga dari Pemerintah.

Pelaku Usaha Pembibitan Sapi, yang selanjutnya disebut
Pelaku Usaha, adalah perusahaan pembibitan, koperas,
kelompok/gabungan kelompok peternak yang melakukan
Usaha Pembibitan Sapi.

Caon Peserta adalah Pelaku Usaha yang termasuk dalam
daftar yang diusulkan memperolen KUPS yang
direkomendasikan oleh instans yang membidangi fungsi
peternakan di Kabupaten/Kota atau instansi yang ditunjuk
oleh Bupati/Walikota.

Peserta adalah Calon Peserta yang ditetapkan oleh bank
pelaksana sebagai penerima KUPS.

Perusahaan Pembibitan adalah perusahaan yang bergerak
di bidang pembibitan sapi dan telah memenuhi ijin usaha
pembibitan yang berbadan hukum dan bergerak di bidang
pembibitan.

Koperasi adalah koperas primer sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian, yang bergerak di bidang pembibitan sapi,
yang Caon Pesertal Peserta KUPS terdaftar sebagai
anggotanya.

Kelompok/Gabungan Kelompok Peternak Pembibitan
adalah kumpulan peternak pembibitan sapi yang dibentuk
atas dasar kesamaan kepentingan, dan kesamaan kondisi
lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) untuk
meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban
Pemerintah sebesar selish antara tingkat bunga KUPS
yang berlaku dengan tingkat bunga yang dibebankan
kepada Peserta.

Satuan Biaya adalah daftar uraan jenis dan volume
kegiatan serta jumlah maksimum biaya per satuan volume
kegiatan yang dapat dibiayai dengan KUPS, sebagaimana
ditetapkan oleh Menteri Pertanian atau pgabat yang
dikuasakan.
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11.

12.

13.

14.

Bank Pelaksana adalah Bank Umum sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan sebagamana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang
berkewajiban menyediakan, menyalurkan, dan
menatausahakan KUPS.

Perjanjian Kerjasama Pendanaan adalah perjanjian antara
Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri
Keuangan mewakili Pemerintah dengan Bank Pelaksana
yang beris ketentuan mengenal penyediaan pendanaan,
penyaluran, persyaratan, penatausahaan, dan pembayaran
subsidi bunga KUPS, serta hal-hal lain yang dianggap
perlu oleh kedua belah pihak.

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Komite Kebijakan adalah komite yang dibentuk oleh
Menteri Keuangan, yang anggotanya terdiri dari wakil-
wakil Departemen Keuangan, Departemen Pertanian,
Kementerian Perencanaan  Pembangunan  Nasional/
Bappenas, dan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian.

BAB lI
TUJUAN
Pasal 2

KUPS bertujuan untuk mendukung pendanaan pelaksanaan
pengembangan Usaha Pembibitan Sapi secara berkelanjutan.

BAB Il1
OBY EK PENDANAAN KUPS
Pasal 3

(1) KUPS hanya dapat digunakan untuk mendanal

pengembangan usaha pembibitan sapi oleh Pelaku Usaha.

(2) Daam pengembangan usaha yang didana oleh KUPS

sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usahawgjib
melakukan pola kemitraan dengan peternak.
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Pasa 4

Kriteria dan persyaratan Pelaku Usaha, pola kemitraan, dan
target populasi bibit sapi dalam rangka Usaha Pembibitan
Sapi mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri
Pertanian.

Pasal 5
KUPS diberikan secara langsung kepada Pelaku Usaha.

BAB IV
JANGKA WAKTU PENDANAAN
Pasal 6

(1) KUPS untuk Pelaku Usaha yang berbentuk Perusahaan
Pembibitan diberikan selama 2 (dua) tahun sgak
ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, dengan
subsidi  bunga sesual jangka waktu kredit paling lama 6
(enam) tahun.

(2) KUPS untuk Pelaku Usaha yang berbentuk Koperasi dan
Kelompok/Gabungan Kelompok Peternak diberikan
sampai dengan tahun 2014, dengan subsidi bunga
berakhir paling lambat tahun 2020.

BAB V

PENYEDIAAN DANA KUPS

Pasal 7
(1) Bank Pelaksana menyediakan dana untuk KUPS.,
(2) Bank Pelaksana menyalurkan dan menatausahakan

KUPS.
BAB VI
SUBSIDI BUNGA

Pasal 8
Pemerintah memberikan Subsidi Bunga selama jangka waktu
kredit.

Pasal 9

(1) Menteri Pertanian menggukan usulan anggaran subsidi
bunga KUPS untuk tahun berikutnya pada bulan Februari
tahun berjalan kepada Menteri Keuangan, dengan
tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang



